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BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SI'LAWESI TENGAII

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTOI|G

NOMOR 4 TAHUI{ 2016

TENTAITG

TA}IBAHAIC PENGHASILAI{ PECIAWAI I{ECIERI SIPIL BERDASARI(AJ|. 
BEBAIT I(TR.'A PADA BADAIT PEI{GELOLA KEUANGAIY

DAIT ASET DA.ERAH NABI'PATEN PARIGI MOUTONG

TAHUN ANGGARAN 20T6

DEITGAN RAHMAT TT'IIAI{ YANG MAIIA P.SA

BI'PATI PARIGI MOUTOI{G,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan

ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Tambahan Penghasilan Pegau'ai Negeri Sipil

Berdasarkan Beban Kerja Pada Badan Pengelola Keuangan &

Aset Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2015:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi

Sulawesi Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor '1355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a4o0);
I
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5.

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat Dan pemenntahan
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4. Nomor 126, Tambahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil
Negara (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s6791;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ.ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20l0 tent€.ng
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (l_embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

I I . Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebaqaimana telai diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O07;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.O3/2OtO
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 2l
Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota pOLRI Dan
Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisa Jabatan :
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16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan
Kabupa.ten Parigi Moutong (lembaran Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44.
Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten parigi Moutong
Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Parigi Moutong (lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2008 Nomor '19 Seri D Nomor 45, Tambahan
Le mbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nornor l0 I )

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2013 (l-.embaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2013 Nomor 42, Tam bahan l-embaran
Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 143);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
(kmbaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009
Nomor 26, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor I 13);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2015 Nomor 63);

20. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 201 5 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2O15 Nomor 68).

MEMIITUSKAI| :

Menctaplln : PERATIIRAIf BITPATI TEI|TANG TA"UBAIIAI| PEI|GIIASIL/\N
PFI}AWAT TEGERI SIPTL BERDAAARTAT BEBAI{ KER,JA
PADA BADAI| PEI|GEII'I.A KEUANGAII & ASET DATRATI
KAAI'PATEI| PARIGT MOTTNOTG TAHUT ATGIGARAIT 2016.

BA8 I
KETEIfTUAIT I'UI'If,

Paral 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Pemerintah Daerah ada-lah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten parigi Moutong;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Pengelora Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten parigi
Moutong;



6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri

Sipil, yang selanj utnya disebut CPNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Pejabat Penanggungiawab adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Parigi Moutong Selaku Pengguna Anggaran/Bendahara

Umum Daerah (BUD).

BAB II
TATBAIIAII PTI|GIIASII,AIT

Begirn Ketatu
Bereraya Tambahen Pengharilan

Paral 2

Besarnya tambahan penghasilan CPNS dan PNS pada BPKAD adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Baglan Kedue

Penyaratea Pemberhn Tembrhra Pengberllea

Peral 3

(1) PNS yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah GPNS dan PNS

yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada BPKAD yang dinilai melampaui

beban keda normal, ikut hadir dalam apel pagi dan apel sore serta hadir

untuk melaksanakan tugas;

(2) PNS diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

dengan syarat sebagai beriku t:

a. CPNS dan/atau PNS yang baru ditempatkan dan/atau dimutasi ke BPKAD

diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11

setelah paling singkat 3 (tiga) bulan melaksanakan tugas dan fungsinya

pada BPKAD sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

b. pNS yang memiliki jabatan struktu ral dan jabatan tertentu berhak

menerima tambahan penghasilan dengan mengecualikan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Baglan Kctlga
Pemotongan/Pengunngan Tambahan Pengharllan

Paral 4

Besaran tambahan penghasilan GPNS dan PNS sebagaimana dimaksud dalam

pasat 2 akan dilakukan p€ngurangan/pemotongan dengan rincian sebagai

berikut :



a. tidak ikut apel pagi dan apel sore dikurangi/dipotong sebesar 37o (tiga
persen) per hari;

b. tidak hadir melaksanakan tugas karena sakit atau izin dengan bukti surat
yang sah dikurangi/dipotong sebesar 2o/o (dua persenJ per hari;

c. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk keg'a tanpa keterangarr

dikurangi/dipotong sebesar 5olo (lima persen) per hari;
d. meninggalkan ruangan tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua) jam

lamanya dikurangi/dipotong sebesar 2o/o (dua persen) per hari; dan
e. menjalani cuti dikurangi/dipotong sebesar 57o (lima persen) per hari.

BAB III
XEWA,.IIBAIT PERPAJAIqIT

:

Prd S

(1)Tambahan penghasilan CPNS dan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)

Sebagaimana di maksud Dalam Pasal 2l bersifat hnal yang dipungut dan

disetor oleh Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan sebagai berikut :

a. sebesar 07o (nol persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi CPNS dan PNS

golongan I dan golongan II;

b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi CPNS dan

PNS golongan III;

c. sebesar I 57o (lima belas persen) dari jumlah bruto yang diterima bagi

Pejabat Negara dan PNS golongan IV; dan

d. sebesar 2O/o (dua puluh persen) dari jumlah bruto bagi CPNS dan PNS yang

tidak memiliki NPWP.

(2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2l yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) wajib disetor ke kas Negara paling

iambat tanggal l0 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak

berakhir.

BAB IV
PROSEDI'R DAIT TATA CARA PERTII{TAAI| PEUBAYARAN

Paral 6

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan PNS

berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh

pejabat Penanggungiawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V
PEMBIAYAAI|

Pasal 7

Biaya tambahan penghasilan CPNS dan PNS pada BpKAD dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten parigi Moutong
melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerl'a perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten parigi

Moutong Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
XETEITTUAIT PEISUTUP

Paral 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun
2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban
Keqa Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015
Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paral 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi
Moutong.
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[,ampiran
Nomor :

Tanggal :

Tentang:

Peraturan Bupati Parigl
4 T6hun 2nV'

4 54w^rt tulC
Tambahan Penghasilan
Pada Badan Pengelola
Moutong Tahun 2016

Moutong

Pegawai Negeri Sipil
Keuangan Dan Aset

Berdasarkan Beban Keqa
Daerah Kabupaten Parigi
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BI'PATI PARIGI UOITII)NG,

(rfton$-
a

SAUST'RIZAL T'OtfNoIPTtrTU

NO. Pns/cPils
BESffi

PE.trGIIASiII.Af,

PER BT'LAIT

1

l.
,.

2

"epata 
BPKAD

-sekretalis 
BPKAD

3

Rp 9.000.OO0,-

Rp 7.boo.ooo,
3. Kepala Bidang Rp 6.000.000

4.
Kepala Sub Bagian / Kepala Sub

Bidang
4.500.000,-Rp

5. Kuasa Bendahara Umum Daerah Rp 4.000.000,-
6. Bendahara Pengeluaran Rp 3.500.0O0,-
7. Bendahara Bantuan Rp 3.250.000,-
8.

o
Bendahara Pembantu Gaji
Pengurus Barang

Rp- 5.ooo.o-ool
Rp 

_- 
3.oob.Ooo,

10. Penyimpan Barang np S OOO.0OOT

ll. Administrator Pengelola SIPKD

Gol. III
Rp 3.000.O00,-

12.
Administrator Pengelola SIPKD

Gol. II
Rp. 2.OO0.00O,-

3 PNS Golongan lll di BPKAD Rp 2.5OO.OOO,-

4 PNS Golongan ll di BPKAD Rp 1.750.0OO,-

5. CPNS Golongan III di BPKAD Rp 1.000.000,-
6 CPNS Golongan II di BPKAD Rp 75O.OOO,-
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